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ASALTAU!

Kemendagri Bagikan 10 Juta Bendera 
Merah Putih di Penajam Paser Utara

Penolakan mengamandemen pasal terkait 
sistem pilpres dinilai bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. Presiden yang 
dipilih rakyat harus mewakili suara rakyat.
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dinilai biayanya tinggi, bisa jadi hal 
itu justru datang dari peserta capres 
dan calonnya. Dia menduga bisa 
saja mereka yang melakukan politik 
uang, termasuk memberi sembako, 
biaya perjalanan dengan tim yang 
gemuk, jor-joran iklan, hingga 
mengeluarkan biaya untuk saksi. 

“Khusus biaya saksi, untuk apa 
dikeluarkan oleh pihak peserta pil-
pres. Sebab, hal itu sudah menjadi 

JAKARTA (IM)- Pengamat 
politik dari Universitas Esa Ung-
gul Jamiluddin Ritonga menilai, 
tak ada alasan kuat presiden atau 

kepala daerah dipilih MPR atau 
legislatif.  Usulan agar presiden 
kembali dipilih MPR karena Pe-
milu 2024 terlalu brutal imbas 

tapi pihak-pihak yang menjadi 
peserta pilpres, termasuk cap-
resnya sendiri,” ujar Jamiluddin 
kepada wartawan,  Jumat (7/6).

“Dalam konteks ini, peserta 
pilpres, termasuk calonnya, jus-
tru yang mengabaikan hukum 
dan HAM. Sebab dengan mem-
benarkan politik uang, mereka 
justru sudah tidak tegak melak-
sanakan hukum dan melanggar 
HAM,” ujarnya.

Jika  pilpres dipilih oleh rakyat 

politik uang, itu adalah usul konyol. 
Menurut Jamiluddin, jika 

yang dipermasalahkan adalah 
politik uang, itu artinya yang 
bermasalah adalah pesertanya, 
bukan sistem pilpres-nya. 

“Jadi, kalau persoalannya 
mengembalikan sistem pilpres 
langsung ke tidak langsung kare-
na maraknya politik uang, maka 
itu sikap yang konyol. Sebab, 
kalau ini yang terjadi, maka ma-
salahnya bukan sistem pilpresnya, 

Tak Ada Alasan Kuat Presiden RI 
Kembali Dipilih Anggota MPR

IDN/ANTARA

IDN/ANTARA

TNI Siapkan Perekrutan Brigade Komposit 
Pasukan Perdamaian di Jalur Gaza

proses perencanaan dari segi per-
sonel, alat, dan dukungan lainnya. 

 “Semua masih dalam peren-
canaan,” ujar dia. Sebelumnya, 
Panglima TNI Jenderal Agus 
Subiyanto menyampaikan, pasu-
kannya untuk ditempatkan sebagai 
pasukan perdamaian dunia di Jalur 
Gaza jika mendapat izin dari Per-
serikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Hal ini disampaikan Agus 
saat menghadiri rapat dengar 
pendapat dengan Komisi I 
DPR RI di Kompleks Parle-
men, Senayan, Jakarta Pusat, 
Kamis (6/6).

JAKARTA (IM) - Tentara 
Nasional Indonesia (TNI) tengah 
menyiapkan rencana merekrut 
brigade komposit yang akan 
ditempatkan sebagai pasukan per-
damaian di Jalur Gaza, Palestina. 

Kepala Pusat Penerangan 
(Kapuspen) TNI Mayjen R Nu-
graha Gumilar mengatakan, pem-
bentukan brigade komposit itu 
akan melalui proses rekrutmen. 

“Tentunya ada proses rek-
rutmen dan satuan yang akan 
dipilih masih dalam perenca-
naan,” kata Gumilar melalui 
pesan tertulis, Jumat (7/6).

Gumilar menyebutkan, saat 
ini brigade komposit masih dalam 
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10 Jusuf  Kalla (JK). 
“Secara resmi kami juga su-

dah bersurat ke Bapak Presiden 
kemudian ke Bapak Wapres,” 
kata Djamaluddin saat wartawan 
di Gedung Merah Putih KPK, 
Jakarta, Jumat (7/6).

Djamaluddin mengatakan 
bahwa  tokoh-tokoh tersebut 
mengenal SYL karena politi-
kus Partai nasdem itu mantan 
pembantu presiden. Djamalu-
ddin mengeklaim, ketika SYL 
menjabat Menteri Pertanian, 
ia memberikan kontribusi Rp 
2.200 triliun setiap tahun ke-

pada negara, 
“Itu juga kita minta klarifi -

kasi terus juga mengonfi rmasi 
kepada Bapak Presiden bahwa 
apakah apa yang disampaikan 
beliau di persidangan benar atau 
tidak,” ujarnya.

 Meski demikian, Djamalu-
ddin mengaku pihaknya juga 
menyiapkan saksi meringankan 
lainnya, mengingat orang-orang 
tersebut merupakan pejabat 
tinggi negara. Namun demikian, 
tim kuasa hukum tetap berharap 

JAKARTA (IM) - Pengacara 
eks Menteri Pertanian Syahrul 
Yasin Limpo (SYL) Djamaluddin 
Koedoeboen mengatakan, pi-
haknya telah mengirimkan surat 
kepada Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) untuk hadir sebagai 
saksi meringankan di kasus pem-
erasan kliennya. 

Djamaluddin mengatakan, 
permohonan yang sama juga 
telah dikirimkan ke Wakil Pres-
iden Ma’ruf  Amin, Menteri 
Koordinator Bidang Pereko-
nomian Airlangga Hartarto, 
dan Wakil Presiden Ke 6 dan 

SYL Minta Presiden Jokowi, Wapres, 
dan JK Jadi Saksi Meringankan di Kasusnya
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Lahan batin manusia bagaikan 
sepetak sawah, bila tidak ditana-
mi dengan bibit yang baik, tidak 

akan bisa menuai hasil yang baik.

JURU BICARA BARU KPK
Juru bicara baru KPK Tessa Mahardika Sugiarto (kiri) bersama tim juru bicara baru KPK 
Budi Prasetyo (kanan) bersiap meninggalkan ruangan usai memberikan keterangan pers 
terkait pergantian juru bicara KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (7/6). KPK 
resmi menunjuk Tessa Mahardika Sugiarto sebagai juru bicara baru di KPK menggantikan 
Ali Fikri serta menunjuk Budi Prasetyo sebagai tim juru bicara. 

KEMENTERIAN Dalam Negeri 
(Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal 
(Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum 
(Polpum) bakal menggelar Pencanangan Awal 
Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah 
Putih Tahun 2024, di Kabupaten Penajam 
Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Kegiatan tersebut dalam rangka me-
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BRASILIA (IM) - Keba-
karan di lahan basah Pantanal 
di Brasil melonjak hampir 
sepuluh kali lipat sepanjang 
tahun ini ke tingkat terting-
gi sejak tahun 2020, ketika 
bioma tersebut mengalami 
kebakaran terburuk yang 
pernah tercatat.

Data satelit dari Institut 
Penelitian Luar Angkasa Na-
sional (INPE) Brazil menun-
jukkan peningkatan 980% 
jumlah kebakaran di Pantanal 
hingga 5 Juni, dibandingkan 
periode yang sama tahun 
lalu. Angka-angka tersebut 
menimbulkan kekhawatiran 
ketika kawasan ini mema-
suki musim paling berisiko 
terjadinya kebakaran hutan, 

yang biasanya dimulai pada 
Juli serta mencapai puncaknya 
pada Agustus dan September 
mendatang.

“Ini adalah salah satu awal 
tahun terburuk dalam hal titik 
panas sejak awal rangkaian 
sejarah pada tahun 1998,” 
kata Vinicius Silgueiro, koor-
dinator intelijen teritorial di 
LSM lokal Instituto Centro de 
Vida, dikutip Reuters.

Lahan basah Pantanal, 
kira-kira 10 kali luas Ever-
glades Florida, adalah rumah 
bagi jaguar, tapir, caiman, 
anaconda, dan trenggiling 
raksasa. Curah hujan yang 
rendah sejak akhir tahun lalu 

Kebakaran Lahan Basah di Brasil Melonjak Kebakaran Lahan Basah di Brasil Melonjak 
Hingga 980%, Terancam Kekeringan EkstremHingga 980%, Terancam Kekeringan Ekstrem
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MAS   TER CHENG Y EN

BAPPENAS LUNCURKAN RIPPP DAN SIPPP DI PAPUA BARAT DAYABAPPENAS LUNCURKAN RIPPP DAN SIPPP DI PAPUA BARAT DAYA
Wakil Presiden Ma’ruf Amin (kedua kiri) didampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kedua kanan) Wakil Presiden Ma’ruf Amin (kedua kiri) didampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kedua kanan) 
dan Wamendagri John Wempi Wetipo (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan usai peluncuran Rencana dan Wamendagri John Wempi Wetipo (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan usai peluncuran Rencana 
Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2024 dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2024 dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) 
di Kota Sorong, Papua Barat Daya Jumat (7/6). Bappenas meluncurkan RIPPP tahun 2022-2041 dan SIPPP untuk men-di Kota Sorong, Papua Barat Daya Jumat (7/6). Bappenas meluncurkan RIPPP tahun 2022-2041 dan SIPPP untuk men-
dorong sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan, penganggaran serta kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah dorong sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan, penganggaran serta kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah 
dan pelaku pembangunan lainnya dalam percepatan pembangunan wilayah di tanah Papua. dan pelaku pembangunan lainnya dalam percepatan pembangunan wilayah di tanah Papua. 
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